KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,

PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang efektif dan efisien serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 35 sampai dengan pasal
44, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan
huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6905);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 5);



7.

10.

11.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
dan  Pemilihan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 741, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 37);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Menetapkan

12.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023  Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK, PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENANGANAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat
Keputusan ini;

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan
Keberatan terhadap  Pelayanan Informasi  Publik
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan
Sengketa Informasi Publik sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian
Surat Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 21 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
/Kaﬁubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
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